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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

  Kesimpulan  

Berdasarkan data yang diperoleh pada proses pembuatan buku kinerja 

pada UPT PKB Kota Tangerang Selatan maka dapat disimpulkan:  

1. Masih kurangnya kesadaran penguji dalam hal penggunaan Alat 

Pelindung Diri (APD) pada saat bekerja. 

2. Pada bagian gedung uji masih belum memenuhi K3, hal ini 

dikarenakan belum adanya penaggulangan pembuangan sisa emisi 

gas buang kendaraan bermotor yang dapat keluar dari gedung uji. 

3. Peralatan pengujian kendaraan bermotor pada UPTD PKB Kota 

Tangerang belum terintegrasi dengan komputer (computerized). 

4. Kegiatan pemeliharaan peralatan uji belum dilaksanakan secara rutin 

/ berkala. 
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  Saran 

  Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari UPT PKB Kota 

 Tangerang Selatan, kami menyarankan : 

1. Diharapkan pimpinan perlu melaksanakan sosialisasi tentang penerapan 

Alata Pelindung Diri (APD) pada saat melakukan pengujian. 

2. Perlu penmbahan fasilitas gedung uji seperti kipas angina / turbin 

ventilator  agar sisa emisi gas buang kendaraan bermotor dapat keluar 

dari gedung uji. 

3. Sebaiknya alat uji terintegrasi dengan computer untuk meningkatkan 

pelayanan 

4. Perlu dilaksanakan pemeliharaan peralatan uji secara rutin / berkala, 

agar alat uji selalu siap pakai. 
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